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I . I Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan 

kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga 

pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi 

berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses 

evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik 

merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan 

kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, 

efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukwn. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja 

pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan 

apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian 

dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program 

berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran 

Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi 

pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan 

tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan 

yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah 

ditetapkan. 

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator 

Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan 

Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan 

Iembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi 

Pemerintah diwaj ibkan menetapkan Indikator Kinerja· Utama. 

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 



Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Purworejo disusun dengan maksud dan tujuan : 

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik. 

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan 

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

1.3. Landasan Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 4406): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4585) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata 

cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664) 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -

2009 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia 

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

12 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 
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BAB II 

PENGERTIAN IND I KA TOR KINERJA 

2.1 . DEFINISI INDIKA TOR KINERJA UT AMA 

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau 

Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama 

sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada 

sasaran strategis dalam RP JMD dan RENSTRA Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat 

Eselon Il/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah 

Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran 

strategis. 

2.2. SY ARA T KRITERIA INDIKATOR KINERJA UT AMA 

Penetapan Indikator Utama hams memenuhi karakteristik 

dan kriteria lndikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran 

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu : 

1. Spesifik; 

Indikator Kinerja hams spesifik mengacu pada apa yang akan 

diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama. 

2. Measurable; 

Indikator Kinerja hams dapat diukur secara obyektif baik 

yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

3. Achievable; 

lndikator Kinerja yang ditetapkan hams dapat dikumpulkan 

datanya oleh organisasi . 

4. Relevant; 

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang 

menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) 

yang akan diukur. 
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5. Timelines,· 

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu 

kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. 

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila 

dikemudian hari terjadi perubahan. 

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama 

hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

I. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, 

RENSTRA dan Kebijakan Umum. 

2. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan 

Akuntabilitas Kinerja. 

3. Kebutuhan statistik pemerintah. 
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3.1. Visi 

BAB III 

GAMBARAN UMUM 

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah" 

Terwujudnya Purworejo yang semakin sejabtera berbasis Pertanian, 

Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya 

Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan" 

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan 

keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi 

dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh 

staf unit kerja. 

Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dituangkan dalam pemyataan 

sebagai berikut : 

I . Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan wisata 

unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal 

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang Seni 

Budaya dan Olahraga 

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang Ekonomi utama 

bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis Pertanian, 

Pariwisata, Industri dan Perdagangan 

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan yang 

meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan 

pengembangan kapasitas dan promosi; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang 

pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, 

pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan 

promosi ; 
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c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pariwisata dan 

kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi 

pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi ; 

d. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pariwisata 

dan kebudayaan, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 

pendidikan informal, kcbudayaan, serta pemuda dan olah raga; 

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak 

lain di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, 

pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan 

promosi; 

f. Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan 

atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap 

pelaksanaan tugastugas bidang pariwisata dan kebudayaan, yang 

meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan 

pengembangan kapasitas dan promosi; 

h. Pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata milik Pemerintah 

Daerah; 

1. Penyelenggaraan kesekretariatan DINP ARBUD; dan 

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsi . 

Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi : 

a.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi 

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi 

keuangan; 

e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi 

umum dan kepegawaian; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi . 
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Bidang Pengembangan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan 

Pengendalian bidang sarana dan prasarana pariwisata; 

b. Penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

Teknis bidang pengembangan ODTW; 

c. pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD 

sesuai dengan tu gas dan fungsi. 

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, 

melaksanakan, dan mengendalikan 

bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Parawisata yang meliputi 

pembinaan dan 

pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata serta promosi, 

kerjasama 

dan pengembangan jasa kepariwisataan. 

Bidang Kebudayaan 

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, 

melaksanakan, dan mengendalikan bidang kebudayaan yang meliputi 

kesejarahan, musewn, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional serta kesenian, 

sastra dan perfilman. 
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BABIV 

PENUTUP 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/20/M.PAN/ l 1/2007, tentang Pedoman Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit_ kerja wajib melaksanakan 

penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian 

kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit 

kerja. 

lndikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu 

tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsi. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
JL. Brigjend Katamso No. 51 A. Telp./Fax 0275 - 325401 

. . PURWOREJO 54111 
Webs1te :www.dmparbud pu . k . . 

· rwore10 ab.go.id Email : dinparbud@purworeiokab.qo.id 

KEPUTUSAN KEP ALA DINAS PARIWISA TA DAN KEBUDA Y AAN 

KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 1a&-Y/ ~9 / 2017 

TENTANG 

PENET AP AN INDIKA TOR KINERJA UT AMA 

DINAS P ARIWISAT A DAN KEBUDA y AAN KABUPATEN PURWOREJO 

TAHUN 2016-2021 

KEPALA DINAS PARIWISA TA DAN KEBUDA y AAN KABUPATEN PURWORRJO; 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yaitu dengan 

menetapkan lndikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran 

keberhasilan pencapian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.P AN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan lndikator 

Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 

2016-2021; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub~an Kedua atas Undang­

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah; 

4 _ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tRentanbgl_kSilnstdem P~reTnahcanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara epu 1 ones1a un 



2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4421); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4664); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4689); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator 
Kinerja Utama; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 
Nomor 3); 

13 . Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 
Nomor3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo_ Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 
Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14); 

16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi , 



Menetapkan 
KESA TU 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN : 

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Purworejo Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini. 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata clan 

Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja 

tahunan, menyampaikan rencana kerja clan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan 

evaluasi pencapaian kinerja. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Purworejo 
I Desember 2017 

Kepala Dinas Pariwisata clan Kebudayaan 
Purworejo 

WO,AP 
KI 

199311 1 002 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINA S PARIWISATA DAN KEBU DAYAAN KABUPATEN PURWOREJO 

INDIKATOR INDIKATOR FORMULA FORMULA l.NDIKAT 

NO MISI 
TUJUAN 

TUJUAN FORMULA INDIKATOR SASARAN 
INDIKATOR 

INDIKATOR KEGIATA OR SASARAN PROGRAM INDIKATOR DAERAH 
DAERAH TUJUAN DAERAH DAERAH 

SASARAN DAERAfI 
PROGRAM N KEGlATA DAERAH PROGRAM 

N 
Mewujudkan Meningkatkan Pertumbuhan ; ( Angka PDRB Meningkatnya Peningkatan ; ( jumlah wisatawan 1. Program Persen tase ; Jumlah desa 

Kabupaten Purworejo PDRB Pariwisa ta PDRB Pariwisata tahun n - kunjungan kunjungan tahun n - jumlah Pengembangan Pengelol a an wisata atau 
aebagai daerah tujuan Pariwisata Angka PDRB Pariwisata wisatawan wisatawan wisatawan tahun n - 1 Destinasi, Wisata Pokdarwis atau 
wiaata unggulan tahun n - 1 ) / Angka nusantara dan ) / jumlah wisatawan Pemasaran pengelola wisata 

I berbasia budaya dan PDRB Pariwisata tahun wisatawan tahun n-1 x 100% Pariwisata, yang dibina / 
kearlfan lokal. n-lxl00% manca negara dan Ekonomi Jumlah desa wisata 

Kreatif atau Pokdarwis atau 
pengelola wisata x 
100% 

Meningkatnya Peningkatan ; Jumlah 1. Program Persentase ; Jumlah kesenian 

pelestarian kebudayaan kebudayaan Daerah Pengembangan Gelar Seni yang dipentaskan / 

kebudayaan Daerahyang yang dilestarikan / dan Jumlah kesenian 

daerah dilestarikan Jumlah kebudayaan Pelestarian yang harus 
yang ada x 100% Senidan dipentaskan x 100% 

Budaya 

Persentase ; Jumlah grup 
Fasilitasi kesenian yang 
Kesenian difasilitasi / Jumlah 
Daerah grup kesenian yang 

mengajukan 
proposal x 100% 

2. Program Persentase Jumlah cagar 
Pelestarian Pengelolaan budayayang 
Pengelolaan Cagar Budaya dilindungi dan 

Nilai Sejarah, diperlihara / Jumlah 

Nilai Budaya, cagar budaya y~g 
dan diregistrasi x 100% 

Kepurbakalaan 

3. Program Persentase Jumlah workshop 

Pembinaan Pembinaan atau event yang 

Seni Budaya Seni, Nilai dilaksanakan / 

dan Adat Sejarah, Adat, Jumlah workshop 

daerah dan Tradisi atau event yang 
dianggarkax 100% 

4. Program Tingkat Jumlah wahana 

Pengembangan Pemeliharaan yang dikelola / 

Wahana Seni Layanan Seni Jumlah wahana 

I 
Budaya Budaya yang dimiliki X 100% 



4 Mewujudkan Meningkatkan Pcningkatan = ( jum lah prestasi seni , Meningk1Hnya Kabupaten prestasi seni , prestasi seni , budaya daerah , pemuda, prestasi seni Purworejo yang budaya daerah , budaya daerah, dan olahraga pada tahun n - dan budaya ungguI dl bldang pemuda, dan pemuda, dan l.ium lah prestasi seni , budaya daerah sent, budaya, dan olahraga olahraga daerah , pem uda, dan 
olahraga.. 

olahraga pada tahu n n - 1 ) / 

j u mlah prestasi seni, b u daya 
daerah, pemuda, dan 

olahraga pada tahun n - 1 x 
100% 

Peningkatan = (ju mlah prest asi 
prestasi scni seni dan hudaya 
dan budaya d ac rah pada tahun n 
daerah jumlah prest a si scni 

dan budaya daerah 

pada tahun n - 1 ) / 
jum lah prestasi seni 

d an budaya daerah 
pad a tahu n n - 1 x 
l()()<¾, 

I . Program Persentase = Jum lah festival 
Pembinaan s umber daya atau even t a tau 
Prestasi Seni rnanusia acara terselenggara 
dan Organisasi kesenian dan / Jumlah fes t ival 

organ isasi a tau even t atau 
acara 
dire ncanakan x 
100°/4, 

Purworejo, l Desem bcr 20 17 

dan Kebudayaan 

, AP 
. I 


